
BUPATI JOMBANG 

PERATURAN BUPATI JOMBANG 

NOMOR 31A TAHUN 2012 

TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5) 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Pelayanan Persampahan/Kebersihan, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan 
Persampahan/ Kebersihan. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4287); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik \ndonesia Nomor 4355); 

tentang 
Republik 

Lembaran 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4851); 
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8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E); 

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D); 

16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 
7 /D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2011 Nomor 9/D); 

17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 
Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 
2011 Nomor 8/E); 

18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 4/C); 

19. Peraturan Bupati Nomor 26A Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan 
Penghapusan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2011 Nomor 26/ A). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG 
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN. 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang. 
2. Bupati adalah Bupati Jombang. 
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang. 
4. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang 

selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Retribusi 
sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/ 
kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 
Jombang. 

5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau 
proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah 
rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah 
tangga. 

6. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan membawa atau 
memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat 
pembuangan sampah sementara/Transfer Depo. 

7. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat 
TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat 
pendauran ulang, pengolahan, dan/ atau tempat pengolahan 
sampah terpadu. 

8. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat 
TPA, adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah 
Kabupaten Jombang untuk menampung dan mengolah 
sampah. 

9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang 
menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang 
terutang. 

10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan 
besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan 
penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta 
pengawasannya. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 
(1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan 
dalam menenma, menatausahakan dan melaporkan 
penerimaan Retribusi. 

(2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut 
sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan, yang 
meliputi: 
a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbemya ke 

tempat pembuangan sementara; 
b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau tempat 

pembuangan sementara ke tempat pembuangan/ 
pemrosesan akhir sampah; 

c. penyediaan tempat pembuangan/pemrosesan akhir 
sampah. 
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BAB III 
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

Pasal 3 
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berupa kuitansi atau karcis. 
Pasal 4 

(1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Petugas Pelaksana 
Pemungutan Retribusi dari Dinas. 

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di 
tempat objek Retribusi. 

(3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan tanda bukti penerimaan berupa kuitansi atau 
karcis sesuai jumlah yang dibayarkan. 

(4) Apabila pada saat pemungutan Retribusi, Petugas Pelaksana 
Pemungutan Retribusi tidak memberikan kuitansi atau 
karcis, maka Wajib Retribusi berhak untuk meminta 
kuitansi atau karcis sebagai bukti pembayaran. 

(5) Hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah paling 
lambat 1 x 24 jam. 

(6) Khusus dalam hal penerimaan Retribusi yang diterima di 
luar jam kerja dan/atau hari libur, penyetoran 
dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. 

Pasal 5 

(1) Pemungutan Retribusi dapat dilaksanakan dengan cara 
kerjasama dengan Instansi lain 

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang. 

Ditetapkan di Jombang 
pada tanggal 14 AiUstus 2012 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUP~JOMBANG, 

M. MUNIF KUSNAN 

Ditetapkan di Jombang 
Pada tanggal 14 Agustus 2012 
BUPATI JOMBANG, 

SUYANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2012 NOMOR 31A/C 

D:\HUKUM I \Peraturan Bupati 2012\Dinas\PU Cipta Karya\Perbup Sampah PU Cipta Karya 


